
 
 

 
 

WALIKOTA PALEMBANG 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
 

NOMOR   9  TAHUN  2021 
  

 TENTANG 
 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2019 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI 

RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 
SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

WALIKOTA  PALEMBANG, 
 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mengingat 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 

a.  bahwa Pemerintah  berupaya mempertahankan tingkat daya 
beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Pegawai 
Negeri Sipil, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima 
Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional; 

 

b.  bahwa sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada 
bangsa dan negara dan untuk meningkatkan pembelanjaan 
Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan 
Penerima Tunjangan, Pemerintah telah mengatur pemberian 
Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 sehingga Peraturan 
Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Walikota dan Wakil Walikota serta 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
perlu diubah; 

 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 
Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Walikota dan Wakil Walikota serta Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 
 

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang.... 

      SALINAN 



 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6264); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan 
Penerima Tunjangan Tahun 2021(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia     Nomor 6682); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 888); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK 05/2021 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, 
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 
Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 459); 

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 10); 

13. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pegawai 
Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 
Nomor 33). 

 
                                                                        14. Peraturan.... 
 
 

                                                                 



 
 

14. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 
2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 48 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota 
Palembang Tahun 2021 Nomor 6). 

 
 

 

                         MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN 
HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, WALIKOTA DAN 
WAKIL WALIKOTA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.  
 

   
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 38 
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian 
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Walikota 
dan Wakil Walikota serta Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Palembang 
Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 
kepada Pegawai Negeri Sipil, Walikota dan Wakil Walikota serta 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 13), diubah 
sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
 

Pasal 1 
 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kota Palembang. 

2. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota dan Wakil 
Walikota Palembang. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Palembang. 

4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.  
 
                                                      
 
 

                   5.Satuan……. 



 
 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
Pemerintah Kota selaku Pengguna anggaran/pengguna 
barang. 
 

6. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah 
pada Pemerintah Kota selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

  

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. 

  

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang. 

  

9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang 
dipimpinnya. 

  

10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan 
pengguna anggaran dalam melaksanakan Sebagian tugas 
dan fungsi perangkat daerah. 

  

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan 
kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah. 

 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 

  

13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
pada perangkat daerah. 

  

14. Hari Raya adalah hari raya idul fitri. 
  

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran.  
 
 
 
 
 
 

16. Surat…. 
 



 
 

16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 
 

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai 
dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara 
Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.  

 
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
Pemerintahan. 

 
19. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai tidak tetap 
yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang 
berdasarkan Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kinerja 
serta mendapatkan uang jasa atas pekerjaannya.  

 
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 2 
 
 

(1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, 
PNS, Calon PNS dan PPPK serta Pegawai Non PNS yang 
ditugaskan di lingkungan Pemerintah Kota dapat 
diberikan Tunjangan Hari Raya. 

 
(2) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak termasuk PNS dan Calon PNS yang sedang 
menjalani cuti di luar Tanggungan Negara atau 
ditugaskan di luar Pemerintah Kota yang gajinya 
dibayar oleh instansi tempat penugasannya. 

 
(3) Pemberian dan besaran Tunjangan Hari Raya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota. 

 
 

3.  Pasal 2A dihapus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ketentuan…. 
 



 
 

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 3 

 
(1) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi Walikota, Wakil 

Walikota, PNS dan PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan 
keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau 
tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang – undangan mengenai gaji. 

(2) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD yang meliputi akumulasi dari uang 
representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. 

(3) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi Calon PNS yang 
meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok, 
tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan 
umum. 

(4) Pegawai Non PNS harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
a. warga negara Indonesia; 
b. pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan telah 

melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh 
dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) 
tahun sejak mendapat persetujuan dari Walikota dan 
menandatangani perjanjian kerja setelah terbitnya 
persetujuan tersebut; 

c. pendanaan uang jasa dibebankan pada APBD; dan 
d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan 

sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. 
(5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud tidak 

dikenakan potongan iuran dan/atau  potongan lain 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang – 
undangan. 

(6) Tunjangan Hari Raya sebagimana dimaksud dikenakan 
pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang – undangan dan ditanggung pemerintah. 
 

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 4 
 

(1) Dalam hal Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, PNS, Calon PNS dan PPPK menerima 
lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Tunjangan Hari Raya hanya diberikan 
salah satu yang jumlahnya lebih besar. 

(2) Dalam hal Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, PNS, Calon PNS dan PPPK menerima 
lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan 
pembayaran dimaksud merupakan utang dan wajib 
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang – undangan. 
 
 
 
 

6. Ketentuan….. 




	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



